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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى Ya y Ye 
  
xii 
 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan  tanda  
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa‟ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu taa‟marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa‟ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa‟ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : „aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف سه فْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta‟muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau‟ 
 َءْي ش : syai‟un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur‟an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al- Jalaalah ( ٰللّا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا نْي  د diinullah َ ٰللّاا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi‟ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
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Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur‟an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
Swt. = subhanallahu wata‟ala 
Saw. = sallallahu „alaihi wasallam 
r.a = radiallahu „anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama :   Siti Hudzaifah Miftahul Jannah 
NIM  :   10300113034 
Judul  :  Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Hukum 
Pidana Islam 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
perspektif hukum pidana Islam? Dengan beberapa submasalah, yaitu: 1) bagaimana 
dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan  pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa?, 2) bagaimana 
kesesuaian pemidanaan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan 
hukum pidana Islam?, dan 3) bagaimana dampak hukuman bagi pelaku tindak pidana 
perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa?.  
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan 
adalah: pendekatan perundang-undangan dan teologi normatif. Adapun  sumber data 
penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara langsung ke lapangan 
dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap, yaitu: klasifikasi data, reduksi 
data, coding, editing data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam 
mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat dilihat dari pertimbangan yang bersifat 
yuridis dan normative, baik yang memberatkan dan meringankan pidana bagi 
terdakwa. Hukuman yang diberikan Pengadilan Negeri Sungguminasa ini tidak 
bertentangan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman yang didapatkan pelaku 
tindak pidana perjudian dalam hukum nasional merupakan hukuman yang diberikan 
oleh hakim, oleh karena itu dalam hukum Islam disebut dengan ta‟zīr.. Adapun 
dampak hukuman yang diterima mantan narapidana tindak pidana perjudian ini 
menimbulkan efek jera sehingga mereka sangat menyesali perbuatannya dan tidak 
akan mengulanginya lagi.  
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) diperlukan penegakan hukum yang 
tegas bagi pelaku tindak pidana perjudian agar para pelaku memiliki rasa takut untuk 
melakukan tindak pidana perjudian. 2) diperlukan peran serta penyidik untuk 
mengungkap semua kasus perjudian yang terjadi di kalangan msyarakat. 3) 
diperlukan peran serta dari masyarakat, RT/RW untuk melapor ketika melihat 
terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan mereka.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya 
dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan 
orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam 
masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga 
menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat 
berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut 
diatur oleh serangkaian norma-norma.
1
 
Norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima 
secara en bloc atau utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku 
sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Norma bersifat positif, 
yaitu sifatnya mengharuskan dan menekan. Mulai dari norma-norma yang ringan 
lunak, memperbolehkan, sampai penggunaan sedikit paksaan. Sebaliknya norma juga 
bisa bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali. Bisa juga berupa larangan-larangan 
dengan sanksi keras, hukuman atau tindak pengasingan.
2
 
Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, salah satu bidang 
hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan 
sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat 
dan hukum Islam.
3
  
                                                          
 1Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.1.  
 2Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1981), h. 14-15. 
 3Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 97. 
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Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit 
sosial murni dengan ukuran moralistik dan perjudian dinyatakan sebagai gejala 
penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Perjudian merupakan salah 
satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Patologi sosial adalah 
semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola 
kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, 
disiplin, kebaikan dan hukum formal.
4
 
Bermacam-macam bentuk permainan anak-anak seperti permainan kelereng 
dan permainan lempar gelang karet merupakan permainan yang mengandung unsur 
perjudian secara kecil-kecilan karena di dalamnya ada unsur pertaruhan. Permainan 
itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja akan tetapi orang dewasa pun memiliki 
bermacam-macam permainan, mulai dari permainan kartu, dadu sampai segala bentuk 
sport dan games yang tidak luput dari unsur perjudian.
5
  
Pada perjudian terdapat unsur minat, pengharapan yang makin meninggi dan 
unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah.  
Situasi tidak pasti ini menumbuhkan rangsangan-rangsangan besar untuk betah 
bermain. Hal inilah yang membuat nafsu berjudi seseorang tidak terkendali dan 
jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal akan rasa jera. 
Amat sulit untuk menarik garis pemisah tegas antara perjudian dan permainan 
atau aktivitas-aktivitas lainnya. Sebab faktor spekulasi yaitu kemungkinan 
mendapatkan untung rugi itu berperan dalam aktivitas manusia. Jika dalam usaha tadi 
ada unsur untung-untungan, maka aktivitas itu disebut perjudian.
6
 
                                                          
 
4
Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, h. 1. 
 5Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, h. 57. 
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Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, h. 61 - 62. 
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Masyarakat umum menganggap tindakan judi itu sebagai tingkah laku tidak 
susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya 
merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan 
kadangkala juga anak dan istri dipertaruhkan di meja judi. Judi juga dapat 
memunculkan hasrat seseorang untuk berani menipu, mencuri, korupsi, merampok 
dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.
7
 Jadi tidak 
dapat dipungkiri bahwa perjudian ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari yang 
muda hingga tua serta dari kalangan miskin maupun yang kaya. 
Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, 
disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa: 
kriminalitas, alkoholisme, kecanduan bahan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. 
Namun demikian, kegiatan-kegiatan judi secara diam-diam dan illegal terus 
berkembang dalam berbagai bentuk. Beribu-ribu agen judi dan berjuta-juta pemain 
judi ikut bertaruh dalam pertandingan, sport dan pacuan. Walaupun permainan judi 
itu informal sifatnya, namun kenyataannya dilindungi oleh organisasi-organisasi dan 
oknum-oknum resmi. Biasanya ada backing berupa kekuatan bersenjata, centeng-
centeng, kelompok tukang pukul sebagai pelindung dan penjamin, oknum-oknum 
pejabat serta polisi.
8
 
Berjudi pada prinsipnya dari dulu hingga sekarang adalah sama yaitu 
mengundi nasib yang di dalamnya ada pihak yang kalah dan menang. Hanya saja 
nama bentuk dan model aturan permainannya yang berbeda. Hal tersebut juga tidak 
luput dengan dibarengi majunya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang 
                                                          
 
7
Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, h. 59. 
 8Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, h. 67. 
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semakin berkembang, dengan demikian juga tidak menutup kemungkinan semakin 
modern pula alat-alat perjudian yang ada di tiap-tiap negara, perjudian ini bisa diikuti 
oleh semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat bawah hingga papan atas dan tidak 
dikenai sanksi hukum bila melakukannya.
9
 
Dilihat dari laman resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah ada 61 
putusan tentang tindak pidana perjudian mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Di 
mana terdapat 47 kasus perjudian di tahun 2015 dan di tahun 2016 ini terdapat 14 
kasus perjudian.
10
 
Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang 
dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 303 dan 
303 bis. Pasal 303 bis ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
berbunyi: 
“Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling 
banyak sepuluh juta rupiah barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan 
di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh 
khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang 
berwenang.”11 
Perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, di mana pada pasal 1 Undang-Undang 
Tentang Penertiban Perjudian ini menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan.
12
 Dengan demikian, bermain judi secara resmi atau secara hukum 
dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan.  
                                                          
 
9
S. Ansory Al-Mansor, 48 Macam Perbuatan Dosa (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  
2001), h.203. 
 10PN Sungguminasa, Perjudian, http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-
sungguminasa/direktori/pidana-umum/perjudian/ (4 Desember 2016). 
 
11
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab XIV, Pasal 303 bis ayat 1 
angka 2.  
 
12
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, 
Pasal 1. 
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Segala perbuatan yang termasuk tindak pidana dapat diberikan pemidanaan. 
Pemidanaan merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan 
serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.
13
 Pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, pemidanaan 
ini bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana demi menegakkan norma hukum, 
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang 
yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
14
 
Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian 
juga diatur dalam hukum Islam. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang 
perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan 
jika perjudian termasuk salah satu objek kajian pidana Islam, yang konsekuensi atau 
sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Berjudi adalah 
perbuatan yang dilarang dan penjudi dinilai sebagai prilaku syaitan.
15
 
Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5 : 90-91. 
                           
                         
                             
 
 
                                                          
 13Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 35.  
 
14
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 192.  
 
15
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Palu: Sinar Grafika, 2007), h. 93. 
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Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 
berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 
Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”16 
 Ayat di atas menyatakan secara tegas bahwa khamar dan judi serta pertaruhan 
nasib melalui undian adalah perbuatan keji dan biadab. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah 
terkait “Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di 
Pengadilan Negeri  Sungguminasa. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian. Perjudian di kalangan masyarakat telah merajalela, penyebabnya 
bisa dikarenakan faktor ekonomi yaitu kehidupan masyarakat yang sulit untuk 
mencari biaya hidup sehari-hari sehingga menjadikan judi sebagai cara untuk 
memenuhi kebutuhannya. Berikutnya yaitu faktor lingkungan social, jika lingkungan 
mayarakat suka berjudi dan masyarakat tidak mempersoalkan, maka yang lain akan 
ikut-ikutan. Hal inilah yang membuat perjudian semakin berkembang dan semakin 
sulit diberantas dari waktu ke waktu.
17
 Oleh karena itu diperlukan yang namanya 
sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perjudian tersebut. 
                                                          
 16Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 
2010), h. 123. 
17
Musni Umar, Mengapa Judi Merajalela di Masyarakat Bawah (Laporan Utama), (Juni 
2012), h. 3. 
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2. Deskripsi Fokus 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. 
 
 
 
 
Implementasi Pemidanaan 
 
 
 
 
Agar implementasi pemidanaan dapat 
terwujud, diperlukan tiga faktor yang 
saling terkait yaitu faktor perundang-
undangan, faktor aparat atau badan 
penegak hukum dan faktor kesadaran 
hukum. 
2. Pelaku Tindak Pidana Perjudian Seseorang dikategorikan sebagai 
pelaku tindak pidana perjudian 
apabila seseorang tersebut memenuhi 
unsur-unsur sebagai pelaku tindak 
pidana dan sesuatu yang dilakukannya 
itu memenuhi unsur-unsur perjudian. 
Unsur-unsur sebagai pelaku tindak 
pidana yaitu perbuatan yang melawan 
hukum dan dilakukan dengan sengaja 
maupun tidak sengaja yang dapat 
memberikan dampak negatif bagi 
masyarakat umum. Sedangkan unsur-
unsur yang dapat dikategorikan 
seseorang melakukan perjudian yaitu 
apabila ada dua pihak atau lebih yang 
bertransaksi, ada pertaruhan antara 
pihak-pihak tersebut dan ada harta 
yang dipertaruhkan. 
3. Perspektif Hukum Pidana Islam Untuk mengetahui suatu perbuatan itu 
melanggar hukum pidana Islam atau 
tidak, tentunya ada unsur-unsur yang 
harus terpenuhi yaitu adanya nash 
yang melarang perbuatan-perbuatan 
tersebut yang disertai ancaman 
hukuman, adanya unsur perbuatan 
yang membentuk jinayah serta adanya 
niat pelaku untuk berbuat jarimah. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa perspektif 
hukum pidana Islam? 
Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan  
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa? 
2. Bagaimana kesesuaian pemidanaan yang diterapkan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dengan hukum pidana Islam?  
3. Bagaimana dampak hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa? 
D. Kajian Pustaka 
 Skripsi ini berjudul “Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Hukum Pidana 
Islam.” Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut terutama 
buku-buku yang membahas tentang hukum pidana, perjudian dan hukum pidana 
Islam yang mengatur tentang larangan melakukan perjudian. Agar pembahasan 
tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur 
yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
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1. S. Ansory Al-Mansor dalam bukunya yang berjudul 48 Macam Perbuatan 
Dosa, adapun isi bukunya mengenai maraknya praktik perjudian di zaman 
Arab Jahiliyah hingga memasuki zaman modern di mana ilmu pengetahuan 
dan teknologi semakin berkembang sehingga memungkinkan semakin modern 
pula alat-alat perjudian yang ada. Buku ini menjelaskan secara detail tentang 
larangan perjudian dalam hukum pidana Islam namun tidak menjelaskan 
kesesuaian hukum pidana Islam dengan pemidanaan yang diterapkan oleh 
suatu pengadilan Negeri. 
2. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial Jilid 1, adapun isi bukunya 
mengenai patologi sosial dan masalah sosial yang terjadi akibat diferensiasi 
dan deviasi. Kedua hal itu memunculkan berbagai penyakit masyarakat, salah 
satunya yaitu perjudian. Dalam buku ini Kartini Kartono membahas secara 
detail mulai dari pengertian, jenis, sebab-sebab, akibat-akibat serta saran-saran 
untuk menanggulangi perjudian. Hanya saja dalam buku ini tidak menjelaskan 
seberapa pentingnya implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian, hanya berfokus pada bentuk-bentuk penanggulangan perjudian 
dalam hukum konvensional di mana sistem pemidanaan tidak termasuk di 
dalamnya. 
3. H. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam, adapun isi bukunya 
mengenai dasar hukum pelarangan judi dalam Al-Qur‟an. Dalam buku ini 
dijelaskan pula bahwa perjudian merupakan tindakan kriminal yang membawa 
dampak negatif di antaranya yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu 
keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi serta menghabiskan 
waktu. Namun dalam buku ini tidak dijelaskan secara khusus keterkaitan 
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antara hukum Islam dan hukum konvensional tentang tindak pidana perjudian, 
hanya berfokus pada dasar hukum pidana Islam tentang larangan melakukan 
perjudian. 
4. H. Zainuddin Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 
adapun isi bukunya menjelaskan bahwa perjudian merupakan pengambilan 
keuntungan dari bentuk permainan, seperti domino atau joker, adu ayam, main 
bola dan permainan lain yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Dalam 
buku ini H. Zainuddin Ali membahas bahwa berjudi adalah perbuatan setan 
dan judi secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun 
dalam buku ini tidak dijelaskan sanksi hukuman yang dapat diberikan bagi 
pelaku tindak pidana perjudian, baik sanksi hukuman dalam hukum 
konvensional maupun dalam hukum pidana Islam, buku ini hanya berfokus 
pada bentuk-bentuk permainan yang tergolong perjudian. 
5. Jurnal yang ditulis oleh Indra Mahreza yang berjudul Kebijakan Hukum 
Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian. Jurnal ini menjelaskan 
bahwa kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka 
menanggulangi perkembangan perjudian, hanya saja mengandung beberapa 
kelemahan atau kendala. Dalam jurnal ini sudah jelas bahwa hukum pidana 
memiliki kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi perjudian tetapi dalam 
jurnal ini tidak dijelaskan secara detail sistem pemidanaan yang tepat bagi 
para pelaku perjudian agar pelaku perjudian tersebut mendapatkan efek jera 
dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
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Berdasarkan pemaparan literatur tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada 
literatur yang membahas mengenai implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian perspektif hukum pidana Islam. Meskipun ada penelitian terdahulu 
yang membahas tentang tindak pidana perjudian, namun tidak membahas 
implementasi pemidanaan serta perspektif hukum pidana Islam di dalamnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
a. Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
2) Untuk mengetahui kesesuaian antara pemidanaan yang diterapkan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan hukum pidana Islam. 
3) Untuk mengetahui dampak hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Kegunaan 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
1) Kegunaan Teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 
larangan perjudian dan konsekuensi yang didapatkan dari tindak pindak perjudian. 
Penelitian ini juga diharapkan agar para pembaca menyadari bahwa perjudian 
tersebut tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga melanggar hukum yang 
berlaku di Indonesia. 
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2) Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum 
agar ke depannya dapat menangani masalah tindak pidana perjudian di kalangan 
masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Teori Sistem Penegakan Hukum 
Teori ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam menganalisa 
faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem hukum di suatu negara. 
Friedman mengemukakan ada tiga unsur yang membangun dan sangat berperan di 
dalam penegakan hukum yaitu sturktur hukum (structure of law), substansi hukum 
(substance of law) dan kultur atau budaya hukum (legal culture).
18
 
Struktur yang dimaksudkan adalah bagaimana sistem hukum itu ditata. 
Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta 
proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur dari sistem hukum terdiri atas 
unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus 
yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke 
pengadilan lainnya. Strukrur juga berarti bagaimana badan legislative ditata dan yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden. Jadi struktur terdiri dari lembaga 
hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
19
 
Substansi yang dimaksud adalah aturan norma dan pola perilaku nyata 
manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi 
pedoman bagi aparat penegak hukum.
20
 
                                                          
18
Abdul Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana 
(Jakarta: Rabbani Press, 2012), h. 37. 
19
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 
2005),  h. 148.  
20
Abdul Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan, h. 38. 
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Budaya hukum yang dimaksud adalah sikap manusia terhadap hukum dan 
sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya). Dengan kata lain, 
bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Sebaik apapun 
penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan 
sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum 
oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum 
tidak akan berjalan secara efektif.
21
 
Penegakan hukum secara ideal bukanlah semata-mata hanya terfokus pada 
pelaksanaan perundang-undangan. Meskipun dalam kenyataan implementasi 
penegakan hukum di Indonesia kecenderungannya demikian. 
Soerjono Soekanto memandang bahwa masalah pokok penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain:  
1) Faktor hukum yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum; 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
ditetapkan; 
5) Faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
22
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B. Teori Tindak Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah “hukuman” yang berasal dari kata straf dan istilah “dihukum” yang 
berasal dari perkataan word gestraft, menurut Prof. Mulyatno merupakan istilah-
istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan 
menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu “pidana” untuk menggantikan kata 
straf dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata wordt gestraft. 
Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat 
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi 
dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam 
bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, 
agama dan sebagainya.
23
 
Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam peraturan perundang-undangan 
Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang 
dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum.
24
 
Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ialah: 
a. Komariah E. Sapardjaja mengatakan, “tindak pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat 
bersalah melakukan perbuatan itu.” 
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b. Indriyanto Seno Adji mengatakan, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang 
yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu 
kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.” 
c. Marshall mengatakan, “suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang 
dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana 
berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.”25 
d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.” 
e. Menurut J.E. Jonkers, “tindak pidana ialah perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”26 
f. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in 
verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”). 
g. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, 
“strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
27
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak 
pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang 
melakukannya.
28
 
Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya 
dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa subjek tindak pidana 
pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai 
dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda 
dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa 
yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.
29
 
Dalam KUHP, badan hukum (rechtspersoon) bukan subjek tindak pidana. Hal 
ini dapat dilihat dari: 
1) Pasal 59 KUHP, di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, 
anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum 
itu sendiri. 
2) Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (diterjemahkan ke bahasa 
Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia. 
3) Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan 
hukum.
30
 
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, berkembang pula istilah tindak pidana 
umum (pidum) dan tindak pidana khusus (pidsus). Tindak pidana umum diatur dalam 
KUHP dan tindak pidana khusus diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana 
subversi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Adanya pembagian 
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Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 98.  
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Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, h. 54.  
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tindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu membawa konsekuensi pada 
kewenangan melakukan penyidikan. Terhadap tindak pidana umum, mutlak penyidik 
yang mempunyai kewenangan. Namun terhadap tindak pidana khusus, selain 
penyidik polri ada pihak-pihak lain, misalnya jaksa yang dapat pula melakukan 
penyidikan.
31
 
2. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian 
sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya, kata pidana diartikan sebagai hukum, 
sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.
32
 
Dalam KUHP sudah tercantum aturan pemidanaan berupa norma dan sanksi 
sedangkan pedoman pemidanaan belum dirumuskan, sehingga berpengaruh terhadap 
penjatuhan putusan hakim dan akibatnya orientasi hukum pidana lebih kepada 
perbuatannya bukannya pada pelakunya.
33
 
Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 
tiga kelompok teori, yaitu: 
a. Teori Absolut (Teori Pembalasan) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang 
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
34
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Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, 
yakni: 
1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; 
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana 
untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat; 
3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; 
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; 
5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan 
tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.
35
 
b. Teori Relatif (Teori Tujuan) 
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari 
keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana 
untuk melindungi kepentingan masyarakat.
36
 
Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 
kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut 
teori tujuan (utilitarian theory). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori 
ini adalah terletak pada tujuannya.
37
 Pidana dijatuhkan bukan “quia peccacum est” 
(karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan 
melakukan kejahatan).
38
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Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut: 
1) Tujuan pidana adalah pencegahan; 
2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 
pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 
4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 
kejahatan; 
5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif). 
c. Teori Gabungan 
Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran 
yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa 
penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 
dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. 
Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada 
upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik 
atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan 
dan meresahkan masyarakat.
39
 
Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian 
pidana dirumuskan sebagai berikut: 
1) Pemidanaan bertujuan untuk: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 
demi pengayoman masyarakat; 
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b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 
menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup 
bermasyarakat; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan 
merendahkan martabat manusia.
40
 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa 
hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang 
berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, 
kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam 
pengertiannya yang formil maupun yang materiil. 
Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya 
kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait 
dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal 
hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri 
pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat 
tambahan bagi pemidanaan dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.
41
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D.Hazewinkel-Suringa mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih 
terinci, yaitu: 
1) Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia, berupa berbuat atau tidak 
berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan, tidak seorang 
pun dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya. 
2) Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik 
material. 
3) Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud, sengaja dan 
kealpaan. 
4) Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif, 
misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya 
dapat dipidana jika dilakukan di depan umum. 
H.B. Vos, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan 
ada beberapa unsur (elemen), yaitu: 
1) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat. 
2) Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja 
atau alpa. 
3) Elemen melawan hukum42 
Sedangkan menurut Meoljatno, unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).43 
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4. Jenis-jenis Pidana 
Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga 
bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu 
menyimpang. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal 
tertentu. Pidana itu ialah: 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
Jika di negara lain satu per satu menghapus pidana mati, maka sebaliknya 
terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati.
44
  
Jonkers mengatakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP 
Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu: 
a) Kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara; 
b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan/atau dilakukan 
dengan faktor-faktor pemberat; 
c) Kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur atau faktor yang sangat 
memberatkan; 
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai.45 
Hal-hal yang perlu diketahui terkait pidana mati antara lain sebagai berikut: 
a) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana 
sampai mati; 
b) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum; 
                                                          
44
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188. 
45
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c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur 18 tahun; 
d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda 
sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut 
sembuh; 
e) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau 
penolakan grasi oleh presiden; 
f) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 
tahun, jika: 
1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; 
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 
memperbaiki; 
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 
penting; dan 
4. Ada alasan yang meringankan. 
g) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang 
terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman; 
h) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan 
yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati 
dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung; 
i) Jika setelah permohonan grasi, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan 
selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati 
tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.
46
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Pelaksanaan pidana mati dilakukan 12 orang tamtama dipimpin seorang 
perwira. Jarak tembak antara lima sampai dengan 10 meter. Setelah ditembak maka 
seorang dokter memeriksa apakah benar terpidana tersebut telah mati dan jaksa 
(eksekutor) wajib membuat berita acara pelaksanaan eksekusi pidana mati.
47
 
2. Pidana Penjara 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara, ditentukan bahwa “perkataan 
„penjara‟ dalam reglemen ini diartikan semua rumah yang dipakai atau akan dipakai 
oleh negara sebagai tempat orang-orang terpenjara dan yang disebut penjara pusat 
untuk golongan Eropa, penjara untuk wanita, tempat tinggal orang-orang yang 
dipidana kerja paksa, penjara negara, penjara bantuan, rumah tutupan untuk orang-
orang bukan militer dan yang bernama lain.
48
 
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan 
menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana 
terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk 
tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.
49
 
Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti 
sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-
hak tertentu, seperti: 
a. Hak untuk memilih dan dipilih 
b. Hak untuk memangku jabatan publik 
c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan 
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d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izi 
praktik (seperti dokter, advokat, notaris dan lain-lain). 
e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup 
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan 
g. Hak untuk kawin 
h. Beberapa hak sipil yang lain50 
Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu: 
a. Pensylvanian System : Terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-
sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesame 
narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel, satu-satunya pekerjaan adalah 
membaca buku suci yang diberikan padanya. 
b. Auburn System : Pada waktu malam terpidana dimasukkan dalam sel secara 
sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana 
lainnya tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka. 
c. Progressive System : Cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah 
bertahap.
51
 
3. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan 
seperti delik culpa dan pelanggaran. Dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana 
kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada 
waktu eksekusi tanpa kemauannya sendiri. Pekerjaan yang dibebankan kepada 
terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara.
52
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Pasal 19 ayat 2 KUHP berbunyi: 
“Kepadanya diwajibkan pekerjaan yang lebih ringan daripada yang 
diwajibkan kepada orang yang dipidana penjara.”53 
Lanjutan ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 24 KUHP: 
“Orang terpidana penjara dan orang terpidana kurungan boleh diwajibkan 
bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara tempat orang 
terpidana.”54 
Adapun ketentuan-ketentuan pidana kurungan adalah sebagai berikut: 
a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mereka 
mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur 
sendiri atas biaya sendiri. 
b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih 
ringan dibandingkan terpidana penjara. 
c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun, maksimum ini boleh 
sampai satu tahun empat bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana karena 
perbarengan. 
d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-
masing di satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus 
terpisah tempatnya. 
e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah terpidananya sendiri 
atau biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan. 
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4. Pidana Denda 
Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 
mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran 
sejumlah uang tertentu.
55
 Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain 
ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat 
diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit 
seribu lima ratus rupiah. 
b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: 
1) Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah; 
2) Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; 
3) Kategori III, tiga juta rupiah; 
4) Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah; 
5) Kategori V, tiga puluh juta rupiah; 
6) Kategori VI, tiga ratus juta rupiah. 
c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi 
berikutnya. 
d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan: 
1) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan 15 tahun adalah 
denda kategori V; 
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2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 
20 tahun adalah denda kategori VI; 
3) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.56 
5. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan adalah pidana yang menggantikan pidana penjara dalam hal 
mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
57
 
Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang 
disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini 
tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.
58
 
Berdasarkan rancangan KUHP, pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan 
apabila: 
a. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, 
mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan; 
b. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang 
patut dihormati. 
Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah jika cara melakukan atau 
akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk 
dijatuhi pidana penjara.
59
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b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. 
Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 
barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan 
tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu di mana pidana tambahan bersifat 
imperatif. 
Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri 
dari: 
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak 
terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak 
kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Lamanya 
jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: 
 Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. 
 Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling 
sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana 
pokoknya. 
 Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 
banyak lima tahun. 
Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.
60
 
Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu: 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 
b. Hak memasuki angkatan bersenjata; 
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c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-
aturan umum; 
d. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-
anak sendiri; 
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
f. Hak menjalankan pencaharian tertentu.61 
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan 
pidana denda. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum 
oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas 
kejaksaan.
62
 Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah: 
a. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar 
diperoleh dari tindak pidana; 
b. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana; 
c. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak 
pidana; 
d. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 
atau 
e. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana. 
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Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka 
dapat ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang 
menurut penafsiran hakim. Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita 
maka hakim dapat menetapkan harga lawannya. Akhirnya, jika terpidana tidak 
mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan tersebut maka berlaku 
ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.
63
 
3. Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Jika diperhatikan delik-delik yang 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat 
disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada 
terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya.
64
 
Pidana tambahan biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana atau 
pengumuman putusan hakim.
65
 
C. Teori Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari 
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Al-qur‟an dan hadits.66 Perbuatan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan 
kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan 
perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur‟an dan hadits.67 
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam 
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum 
Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut: 
a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang 
menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan 
hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, 
yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu 
yang diperintahkan oleh Allah swt. 
b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang 
secara nyata mempunya nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal 
ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan 
berakal sehat.
68
 
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam 
Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk 
homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (al qaḍẓaf), 
meminum minuman memabukkan (kḥamar), membunuh dan/atau melukai seseorang, 
berjudi, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan 
semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan. Hukum pidana disebut juga 
dengan jarimaḥ. Jarimaḥ terbagi atas: 
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a. Jarimaḥ Qiṣḥasḥ 
Secara bahasa, qiṣḥasḥ merupakan kata turunan dari qaṣḥṣḥa-
yaqḥuṣḥṣḥu-qaṣḥṣḥan wa qaṣḥaṣḥan yang berarti menggunting, mendekati, 
menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas. Jarimaḥ qiṣḥasḥ adalah tindak 
pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh 
seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. 
Jarimaḥ qiṣḥasḥ hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas 
terendah dan dan tertinggi. Jarimaḥ ini merupakan hak perseorangan, maksudnya 
yaitu pihak korban bisa menggugurkan hukuman qiṣḥasḥ baik melalui pemaafan 
tanpa ganti rugi maupun dengan pemaafan dengan ganti rugi.
69
  
Ibnu Rusyid mengelompokkan qisḥasḥ menjadi dua, yaitu: 
1) Qisḥasḥ an-nafs (pembunuhan), yaitu qisḥasḥ yang membuat korbannya 
meninggal, sering disebut dengan kelompok al-qatlu (pembunuhan). 
2) Qisḥasḥ gḥairu an-nafs, yaitu qisḥasḥ yang membuat korbannya cidera atau 
melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan 
kelompok al-jarḥu (pencederaan).70 
b. Jarimaḥ Ḥudud 
Kata hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata ḥad. Ḥad 
secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti, antara lain batasan, siksaan, 
ketentuan atau hukum. Ḥad dalam pembahasan fiqh (hukum Islam) adalah 
ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau 
moral. 
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Jarimaḥ Ḥudud adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi ḥad.71 Yang 
termasuk yang dihukum dengan ḥad menurut ahli fiqh yaitu murtad, zina, pencuri, 
merampok dan minum kḥamar.72 Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, 
potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan 
atau deportasi dan salib.
73
 Selain itu, di dalam Al-qur‟an diterangkan pula 
mengenai bentuk sanksi yang bersifat religius seperti kewajiban memerdekakan 
budak atau puasa, yang biasa disebut dengan “kaffaraḥ”.74 
b. Jarimaḥ Ta‟zir 
Jarimah ta‟zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. 
Namun, ta‟zir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat 
mendidik. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang manjadi objek 
pembahasan ta‟zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang 
tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang 
nilainya tidak sampai satu nisab harta.
75
 
Jarimaḥ ta‟zir adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman 
hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada 
pelakunya. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti 
rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang 
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
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Bentuk lain dari tindak pidana ta‟zir adalah semua kejahatan yang 
bentuknya ditentukan oleh pemerintah tetapi harus sesuai dengan bentuk-bentuk 
syariah, misalnya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lalu lintas, 
pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran terhadap undang-undang 
tentang disiplin aparat pemerintah.
76
 
D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian 
1. Pengertian Perjudian 
Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai 
atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-
harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan 
kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
77
  
Menurut undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3, yang disebut 
permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan 
mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih 
terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang 
turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
78
 
2. Perjudian Perspektif Hukum Nasional 
Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam 
KUHP maupun yang diatur di luar KUHP, seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 
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tentang Penertiban Perjudian, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai 
kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Ketentuan 
tentang perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yaitu: 
Pasal 303 KUHP: 
(1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda 
paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: 
a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan 
judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta 
dalam suatu perusahaan untuk itu; 
b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 
umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam 
perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan 
kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 
c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 
(2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam melakukan 
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
79
 
Pasal 303 bis KUHP: 
(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak 
sepuluh juta rupiah: 
a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, 
dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303; 
b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau 
di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak 
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umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang 
berwenang. 
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-
pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau 
denda paling banyak lima belas juta rupiah.
80
 
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian 
menyatakan bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, 
kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-
ussaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-
kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh 
wilayah Indonesia.
81
 
3. Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam 
Judi adalah pekerjaan mengundi nasib, perbuatan ini sudah ada sejak zaman 
dahulu kala. Kemudian Islam datang untuk merombak dan menyempurnakan serta 
mencari hukum bahwa perbuatan berjudi itu haram dan berdosa bila dijalankan.
82
  
Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 219. 
                          
                           
       
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Terjemahnya : 
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa 
yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”83 
Ayat ini menjelaskan tentang minuman keras yang dirangkaikan dengan 
perjudian karena masyarakat jahiliah sering minum sambil berjudi. Judi terambil dari 
akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai maysir karena harta hasil 
perjudian diperoleh dengan cara yang gampang dan tanpa usaha, kecuali 
menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan. 
Nabi Saw. diperintah Allah untuk menjawab kedua pertanyaan: Katakanlah: 
Pada keduanya itu terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan 
kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan dan 
beberapa manfaat dari duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, 
kesenangan sementara dan ketersediaan lapangan kerja.
84
 
Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat yakni hukum-hukum 
dan keterangan-keterangan yang lebih jelas agar kamu berpikir yaitu berpikir tentang 
minuman keras dan perjudian yang mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya.
85
 
Dari as-sunnah, terdapat sabda Rasulullah Saw. dalam Shahih Al-Bukhari: 
                              :                      
Artinya: 
Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, “Mari, aku bertaruh 
denganmu,” maka hendaklah dia bersedekah. (HR. Bukhari dan Muslim)86 
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Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan terjemahannya, h. 43. 
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Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 467. 
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Imam Bukhari dan Imam Muslim, Shahih Bukhari Muslim (Bandung: Jabal: 2008), h. 348. 
40 
 
 
 
Jika dilihat dari aspek hukum Islam, larangan tentang perjudian dirangkaikan 
dengan khamar. Atas dasar itu cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu 
objek kajian pidana Islam, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan 
dengan tindak pidana khamar.
87
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Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 
117. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 
mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan 
bagian permukaan dari suatu realitas.
88
 
2. Lokasi penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa karena di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa ini terdapat beberapa putusan tentang tindak pidana 
perjudian dari beberapa tahun terakhir. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  
 Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua 
peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang 
sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari 
kesesuaian antara undang-undang penertiban perjudian dan kitab undang-undang 
hukum pidana.
89
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 85. 
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Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 128. 
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2. Pendekatan teologi normatif 
 Pendekatan teologi normatif yaitu pendekatan yang menggunakan ayat-ayat 
Al-qur‟an dan hadits-hadits. 
C. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara 
secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dan mantan narapidana tindak pidana 
perjudian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa 
buku, makalah, karya ilmiah, kitab-kitab, sumber bacaan media massa serta 
peraturan perundang-undangan.  
D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, 
yaitu: 
1) Wawancara  
 Dengan mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara atau tanya 
jawab dengan aparat hukum, dalam hal ini adalah hakim yang memberikan putusan 
pada perkara tersebut serta mantan narapidana tindak pidana perjudian. 
2) Observasi 
 Penulis melakukan pencatatan data-data tindak pidana perjudian  
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3) Studi Dokumen 
 Penelitian yang dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, karya tulis serta data lain yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
90
 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian di 
lapangan di antaranya yaitu: 
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara dan dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan alat tulis adalah alat yang berfungsi untuk mencatat hal-hal 
penting selama percakapan berlangsung dengan pihak informan. 
c. Handphone adalah alat yang berfungsi untuk mengambil gambar percakapan 
dan merekam percakapan antara peneliti dengan informan.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim menetapkan 
putusan dalam hukum positif terhadap pelaku tindak pidana perjudian, 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 206. 
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implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di lokasi 
penelitian serta larangan hukum pidana Islam melakukan perjudian. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan di mana data tersebut diperoleh dari penelitian agar penulisan 
skripsi ini mudah untuk dipahami oleh para pembaca. 
3) Editing data adalah proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan agar 
mendapatkan data yang sesuai dengan literatur yang diperoleh dari sumber 
bacaan. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku dan tindakan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
91
 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar 
objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
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Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu.
92
 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah triangulasi sumber data penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 92Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulaitatif, h. 330. 
 
 
46 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan pengadilan tingkat pertama 
yang berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan 
perdata bagi rakyat Sungguminasa, kabupaten Gowa. Pengadilan Negeri 
Sungguminasa beralamat di jalan Usman Salengke No. 103 kab. Gowa Sulawesi 
Selatan Telp. (0411) 861129. 
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa 
disidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar 
undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1964 tentang penetapan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang 
pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang 
No. 47 PRP tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Utara - 
Tengah dan daerah tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara. 
Pengadilan dibentuk di kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor 
daerah kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor 
daerah kabupaten Gowa, pengadilan ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu 
ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
masih disidang di Pengadilan Makassar. 
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 gedung kantor 
pengadilan ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor pengadilan 
ekonomi Sungguminasa beralamat di jl. Hos Cokroaminoto kelurahan Sungguminasa 
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kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa (sekarang kantor bank Sulsel cabang Gowa). 
Namun status kantor adalah pinjam pakai dari pemerintah kabupaten Gowa. Tapi 
persidangan perkara masih dilaksanakan di pengadilan Makassar sampai dengan 
tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 pengadilan ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena gedung kantor sudah tidak 
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan gedung baru. 
Tahun 1979 gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh direktur jenderal 
pembinaan badan peradilan umum bapak H. Soeroto pada tanggal 2 Februari 1980 di 
jalan Usman Salengke No. 103 kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu 
kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I A berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 
2004 Nomor: M.01-AT.01.05 tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan 
Sekretariat Pengadilan Negeri. Peresmian peningkatan kelas pengadilan negeri 
Sungguminasa dari kelas II menjadi kelas I dilakukan oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, 
SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005.  
Struktur kepegawaian Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari Ketua 
Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, 
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Sekretaris, Kepala 
Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 
Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
serta Jurusita. 
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Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sungguminasa sebanyak 64 (enam puluh 
empat) orang. Pegawai laki-laki: 37 (tiga puluh tujuh) orang dan pegawai wanita: 27 
(dua puluh tujuh) orang, dengan rincian: 
1. Hakim   : 10 orang 
2. Panitera   : 4 orang 
3. Panitera Pengganti  : 19 orang 
4. Jurusita    : 4 orang 
5. Jurusita Pengganti  : 8 orang 
6. Kepala Sub Bagian  : 3 orang 
7. Staf    : 16 orang 
Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A antara lain: 
VISI : 
“Terwujudnya badan kperadilan yang agung di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa” 
MISI:  
1) Menjaga kemandirian badan peradilan 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan93 
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sungguminasa/direktori/pidana-umum/perjudian/ (8 Juli 2017). 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Pemidanaan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa 
Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pada 
akhirnya berkaitan pada persoalan bagaimana hakim dalam mengambil keputusan 
pemidanaan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat 
menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau tidak. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus 
didasari rasa keadilan, tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum 
melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta 
hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti
94
 yang 
ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, 
bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari 
tindak pidana tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan mengenai faktor-faktor 
yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa diantaranya yaitu 
pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat normatif serta 
pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa.
95
 
Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 
174/Pid.B/2015/PN Sgm dan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Sgm, maka beberapa faktor 
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Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, h. 88. 
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Amiruddin Mahmud, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 
Gowa, 13 Juni 2017. 
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yang menjadi pertimbangan hakim dan alasan lahirnya putusan tentang tindak pidana 
perjudian yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan. Pertimbangan 
yang bersifat yuridis diantaranya: 
a. Keterangan Saksi 
Saksi memiliki beberapa pengertian, yaitu: 
 Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan 
atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, 
penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-
pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.
96
 
 “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).”97 
 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat 
memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan 
dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang 
yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan 
penyelesaian tindak pidana (Undang-Undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 
1).
98
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Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 
2014), h. 238. 
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b. Keterangan Terdakwa 
Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan 
terdakwa adalah: 
 Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
 Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh 
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
99
 
c. Barang Bukti 
KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti, namun pengertian barang bukti 
tidak dijelaskan. Dalam HIR Pasal 63 sampai Pasal 67 disebutkan bahwa barang-
barang yang dapat digunakan sebagai bukti dibagi atas: 
 Barang yang merupakan objek peristiwa pidana; 
 Barang yang merupakan produk peristiwa pidana; 
 Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana; 
 Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.100 
2. Pertimbangan yang Bersifat Normatif 
a. Perbuatan Pidana 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi 
beberapa hal: 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Bab XVI, Pasal 189 angka 1 
dan 2 . 
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Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B), 
Bagian Keempat, Pasal 63-67.  
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 Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat 
pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. 
 Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum, baik 
dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. 
 Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan 
akibat yang dilarang oleh hukum.
101
 
b. Akibat yang Ditimbulkan dari Tindak Pidana 
Tindak pidana perjudian membawa dampak negatif, yaitu merusak ekonomi 
keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, 
menghabiskan waktu
102
 dan menimbulkan rasa malas mencari pekerjaan.
103
 
Dari tindak pidana perjudian juga dapat timbul penganiayaan dan pencurian. 
Penganiayaan dapat terjadi apabila orang yang berjudi kalah banyak dari permainan 
sehingga sakit hati akhirnya dapat melakukan penganiayaan kepada lawan yang 
mengalahkannya. Sedangkan pencurian dapat terjadi apabila orang yang berjudi 
sudah tidak memiliki uang untuk bermain. 
Tindak pidana perjudian dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya kurang 
kerjaan, gaya hidup, faktor lingkungan, pengetahuan agama yang kurang, ingin cepat 
dapat untung serta untuk mengisi waktu.
104
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c. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa 
Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam hal 
pemidanaan yang dilakukan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dilakukan oleh hakim memuat 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan.  
1) Hal-hal yang memberatkan : 
a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
b) Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan 
keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan 
c) Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan sejenis 
2) Hal-hal yang meringankan 
a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
b) Terdakwa mengakui perbuatannya 
c) Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi.
105
 
 
Selain hal-hal tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam mengambil 
keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian juga harus 
memperhatikan kemanfaatan hukum, pasal yang dilanggar, melihat tingkat kesalahan 
dan pertimbangan keadaan yaitu apakah terdakwa memiliki istri atau anak.
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Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang 
diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum 
tentang statusnya. 
Hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang 
mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau jahat dari 
terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahannya. 
Peneliti menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar 
pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam putusan 
Nomor 174/Pid.B/2015/PN Sgm dan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Sgm yang 
didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa 
keadilan hakim dan mengacu pada pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang 
dilakukan. 
Putusan yang diambil hakim dalam dua kasus ini adalah bahwa masing-
masing terdakwa ditahan selama empat bulan sepuluh hari dan empat bulan dengan 
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.  
 
C. Kesesuaian Pemidanaan yang Diterapkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
dengan Hukum Pidana Islam 
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara 
yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), ini berarti bahwa setiap tindakan dan 
akibat yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus berdasarkan atas hukum. 
Menurut hukum Islam maupun maupun hukum nasional, tidak seorang pun 
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dilegalkan melakukan suatu kejahatan. Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, 
sebagai konsekuensinya ia harus menerima akibat dari perbuatannya yaitu dengan 
dikenai hukuman atau sanksi pidana.
107
 Bentuk hukuman yang diberikan hukum 
Islam dengan hukum nasional tentu berbeda tetapi keduanya mempunyai tujuan yang 
sama yaitu memberikan pembalasan atas perbuatannya, sebagai penanggulangan 
kejahatan dan memberikan pendidikan. 
Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral 
pancasila. Meskipun kenyataannya bahwa perjudian tumbuh dan berkembang serta 
sulit untuk ditanggulangi dan diberantas, seperti melakukan perjudian di depan 
umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan 
terselubung serta beraneka ragam yang sebenarnya dilarang. 
Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah: 
1. Mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi; 
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak 
melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum; 
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik; 
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.108  
Mengenai jenis-jenis pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam 
berdasarkan segi sasaran hukuman, bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam 
dibagi menjadi empat: 
1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia 
seperti hukuman jilid. 
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2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati. 
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman 
penjara atau pengasingan. 
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti diyat, 
denda dan perampasan.
109
 
Dalam hukum nasional, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 
perjudian berupa hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan (berdasarkan 
pasal 303 KUHP) dan paling lama empat tahun (berdasarkan pasal 303 bis). 
Hukuman yang diterapkan hukum nasional pada pelaku tindak pidana 
perjudian dalam hukum Islam dikenal dengan ta‟zīr. Ta‟zīr dalam istilah hukum 
Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya 
dikenai ḥad dan tidak pula harus membayar kaffārah atau diyāt. Jenis hukuman yang 
termasuk jarīmah ta‟zīr antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, 
pukulan dan teguran dengan kata-kata.
110
 
Ta‟zīr adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 
hukumnya oleh syara‟ dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah.
111
 Hukuman yang didapatkan pelaku tindak pidana 
perjudian dalam hukum nasional merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim, 
oleh karena itu dalam hukum Islam disebut dengan ta‟zīr. 
Dengan demikian, maka hukuman yang dijatuhkan hakim di Pengadilan 
Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan salah satu bentuk 
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hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia atau yang dalam hukum 
Islam lebih dikenal dengan ta‟zīr. 
D. Dampak Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa 
Perjudian sebenarnya semacam penyakit masyarakat yang sifatnya untuk 
mengisi waktu atau bahkan merupakan mata pencaharian. Dalam perjudian terdapat 
unsur taruhan. Kecerdikan menghitung dan memiliki cara merumuskan angka 
merupakan alasan seseorang semangat untuk bermain.
112
 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perjudian sulit dihilangkan dari 
kalangan masyarakat yaitu faktor agama dan penegakan hukum yang kurang tegas 
dan keras. Kurangnya pengetahuan agama seseorang merupakan faktor yang sangat 
mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, hal inilah yang 
membuat seseorang kurang memahami tentang perintah-perintah yang wajib 
dilaksanakan dan larangan-larangan yang harus dijauhi dan ditinggalkan.
113
 Ilmu 
agama sesungguhnya sangat penting bagi setiap orang karena perannya dalam 
mengarahkan manusia dalam menjalani hidup yang bersesuaian dengan kehendak 
Allah Swt. 
Penegakan hukum yang kurang tegas juga merupakan salah satu faktor sulit 
dihilangkannya tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat. Penegakan hukum 
(pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada 
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hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap 
formulasi yaitu tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, 
tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak 
hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.
114
 
 Data Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
 
 
 
 
 
 
      Tabel 1.1 
                   
 
 
 
 
 
 
      Tabel 1.2 
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2015 
No Jenis Permainan Jumlah 
1. Togel / Kupon Putih 31 
2. Sabung Ayam 8 
3. Domino 4 
4. Yoker 4 
2016 
No Jenis Permainan Jumlah 
1. Togel / Kupon Putih 8 
2. Sabung Ayam 3 
3. Domino 1 
4. Yoker 2 
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Tindak pidana perjudian yang paling mendominasi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yaitu togel dan sabung ayam. Togel (toto gelap) merupakan sebuah 
permainan taruhan menebak angka yang akan keluar dari suatu permainan. 
Sedangkan sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah arena, 
biasanya ayam diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bukan hingga mati. Dari 
kurun waktu 2015 hingga 2016, tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa berkurang. Ada dua hal yang melatarbelakangi berkurangnya tindak 
pidana perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu: 
 Pertama, dengan adanya pemidanaan menimbulkan berkurangnya tindak pidana 
perjudian karena pemidanaan ini menimbulkan efek jera bagi pelaku. 
 Kedua, kurangnya kasus perjudian yang dilimpahkan penyidik ke pengadilan 
karena tugas pengadilan negeri hanya menerima dan memeriksa kasus.
115
 
Telah dilakukan wawancara kepada enam mantan narapidana tindak pidana 
perjudian. mantan narapidana pertama, kedua dan ketiga melakukan tindak pidana 
perjudian sabung ayam pada tahun 2015, mantan narapidana keempat dan kelima 
melakukan tindak pidana perjudian togel pada tahun 2016 dan mantan narapidana 
keenam melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam pada tahun 2016. 
Mantan narapidana pertama sebelum melakukan tindak pidana perjudian 
sabung ayam merupakan seorang pengangguran yang memiliki seorang istri. Tujuan 
mantan narapidana pertama melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut 
adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari karena hanya istrinya yang bekerja. 
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 Setelah dijatuhi pidana 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari akhirnya mantan 
narapidana pertama bebas. Ini merupakan pertama kalinya ia melakukan tindak 
pidana sehingga ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya lagi. Apalagi setelah melakukan tindak pidana perjudian 
sabung ayam ini mantan narapidana pertama bercerai dengan istrinya, hal ini 
membuat mantan narapidana pertama makin menyesali perbuatannya. Saat ini mantan 
narapidana pertama telah menikah untuk kedua kalinya dan bekerja di salah satu 
pabrik pupuk di Kab. Gowa.
116
 
Mantan narapidana kedua melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam 
berawal dari sebuah adanya tambang illegal yang berada di sekitar tempat tinggalnya. 
Melihat adanya tambang illegal tersebut, mantan narapidana kedua akhirnya 
membuat perkumpulan untuk melakukan sabung ayam. Dia berpikir jika tambang 
illegal itu bisa ada namun tidak diproses, kenapa dia tidak membuat sesuatu yang 
dapat menghasilkan uang pula. 
Mantan narapidana kedua didakwa empat bulan penjara, namun dia meminta 
keringanan dengan alasan memiliki seorang istri dan anak. Akhirnya mantan 
narapidana kedua ini diadili dua bulan sepuluh hari. Ini pertama dan terakhir kalinya 
dia melakukan hal tersebut dan dia mengaku menyesal atas perbuatannya.
117
 
Sama halnya dengan mantan narapidana pertama dan kedua, mantan 
narapidana ketiga ini juga melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam. Namun 
perbedaannya ialah mantan narapidana ketiga ini tidak turut bermain langsung dalam 
sabung ayam tersebut, ia hanya menjadi penonton. Menurut keterangan mantan 
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narapidana ketiga, dia tidak berada di TKP saat penggerebekan, dia ditangkap dua 
jam setelah sabung ayam yang dia tonton itu dilakukan. Dia ditangkap karena ada 
yang menyebut namanya sebagai seorang pelopor.
118
 
Mantan narapidana keempat yang melakukan tindak pidana perjudian togel 
pada tahun 2016 dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan, ini merupakan kali 
pertama juga bagi mantan narapidana keempat melakukan tindak pidana. Mantan 
narapidana keempat hanya bertindak sebagai orang yang diberi tugas untuk 
mengumpulkan uang dari pemasang judi kupon putih atau togel yang kemudian 
disetorkan atau diserahkan kepada yang memberi perintah untuk selanjutnya 
disetorkan secara online.  
Mantan narapidana keempat tidak mengetahui untuk apa uang yang akan 
diambilnya tersebut karena orang yang memberi perintah tidak memberitahukannya, 
mantan narapidana keempat hanya mengambil uang dan mendapatkan upah sebanyak 
Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu 
rupiah). 
Mantan narapidana keempat sangat menyesal atas tindakan yang ia lakukan, 
pemidanaan ini menimbulkan efek jera baginya untuk tidak mengulangi perbuatannya 
lagi. Pemidanaan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi mantan narapidana 
keempat dan setelah dinyatakan bebas ia sangat bersyukur karena dapat berkumpul 
dengan keluarga beserta teman-temannya lagi. 
Sebelum kasus tersebut, mantan narapidana keempat telah memiliki seorang 
istri dan seorang anak, ia bekerja di salah satu mini market di Makassar. Empat bulan 
setelah dinyatakan bebas, mantan narapidana keempat bekerja di salah satu rumah 
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sakit di Kab. Gowa sebagai seorang satpam. Mantan narapidana keempat sangat 
mensyukuri hidupnya saat ini dan tidak ingin lagi terjerumus dalam perbuatan yang 
akan menyusahkan diri dan keluarganya.
119
 
Mantan narapidana kelima ditangkap karena melakukan tindak pidana 
perjudian togel. Mantan narapidana kelima mengaku bahwa dia tidak turun secara 
langsung bermain togel, dia sebagai keamanan pasar pada saat itu hanya menyuruh 
sekumpulan orang yang sedang bermain untuk berpindah tempat namun tiba-tiba 
polisi datang dan menangkapnya pula. Ini merupakan kedua kalinya mantan 
narapidana kelima dijatuhi pidana. Sebelumnya dia pernah dijatuhi pidana namun 
dengan kasus yang berbeda.
120
 
Mantan narapidana keenam dijatuhi pidana empat bulan 10 hari karena 
melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam. Menurut keterangannya, pada 
awalnya dia hanya hobi menonton sabung ayam namun hobi itu berubah menjadi rasa 
penasaran ingin bertaruh dan mulailah dia sering bertaruh dan bermain sabung ayam. 
Dulunya mantan narapidana keenam dikenal sebagai penjudi di kalangan masyarakat, 
namun setelah bebas mantan narapidana keenam berubah menjadi seseorang yang 
taat beribadah dan rajin shalat ke masjid. 
Mantan narapidana keenam menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa dia masih suka menonton sabung ayam yang 
terjadi di sekitar rumahnya. Meskipun tidak bermain lagi tapi dia tetap masih 
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menontonnya karena menonton sabung ayam masih menjadi hobi yang sulit 
dihilangkan baginya.
121
 
Berdasarkan wawancara dengan keenam mantan narapidana tindak pidana 
perjudian tersebut dapat dikatakan bahwa pemidanaan ini memberikan dampak dan 
menimbulkan efek jera bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus perjudian masih banyak terjadi di 
kalangan masyarakat, baik kasus itu sampai di pengadilan maupun yang tidak sampai 
sama sekali. Sampai tidaknya suatu kasus di pengadilan, semuanya tergantung kepada 
penyidik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas pengadilan hanya 
menerima dan memeriksa kasus dari penyidik. Jika penyidik tidak melimpahkan 
kasus perjudian tersebut ke pengadilan, maka pengadilan tidak berwenang 
menjatuhkan hukuman dan pelaku perjudian pun tidak dapat merasakan efek jera agar 
tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya 
tindak pidana perjudian yang terjadi di kalangan masyarakat. 
Kebanyakan kasus tindak pidana perjudian yang sampai di pengadilan 
merupakan orang-orang yang hanya menonton kasus perjudian, bukan pemain utama 
dalam tindak pidana perjudian tersebut. Seseorang yang turun langsung bermain 
biasanya tidak tertangkap namun orang-orang yang berada di sekitar tempat perjudian 
dilakukan yang hanya menonton kejadian tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman. 
Hal ini pula yang menyebabkan masih banyaknya kasus perjudian yang terjadi karena 
yang seharusnya bersalah tidak dijatuhi hukuman sama sekali. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 
disimpukan bahwa: 
1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat 
dilihat dari beberapa faktor, diantaranya pertimbangan yang bersifat yuridis 
berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, pertimbangan 
yang bersifat normatif berupa perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan 
dari tindak pidana serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan 
pidana bagi terdakwa. 
2. Hukuman yang diterapkan Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah sesuai 
dengan hukum Pidana Islam yakni hukuman yang diberikan oleh hakim yang 
dalam hukum Islam disebut dengan ta‟zīr. Ta‟zīr adalah bentuk hukuman 
yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara‟ dan menjadi 
kekuasaan ulil amri atau hakim sebagai perpanjangan tangan pemerintah.  
3. Dampak hukuman yang didapatkan mantan narapidana tindak pidana 
perjudian menimbulkan efek jera sehingga mereka sangat menyesali 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hanya saja efek 
jera pemidanaan ini hanya dirasakan oleh narapidana dan mantan narapidana 
saja. Dampak pemidanaan ini belum bisa menjadi tolak ukur seseorang tidak 
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melakukan tindak pidana perjudian. Sehingga seseorang yang belum pernah 
terjerat hukum masih tetap melakukan perjudian. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun implikasi penelitian ini sebagai berikut: 
1. Diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana perjudian 
agar para pelaku, baik itu yang belum dijatuhi pidana maupun yang telah 
dijatuhi pidana memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana perjudian. 
2. Diperlukan peran serta penyidik untuk mengungkap semua kasus perjudian 
yang terjadi di kalangan msyarakat dan melimpahkan kasus tersebut ke 
pengadilan agar pengadilan dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan 
perbuatan pelaku. 
3. Diperlukan peran serta penyidik untuk lebih berfokus lagi menangkap bandar 
dari tindak pidana perjudian karena yang kebanyakan yang dijatuhi hukuman 
pidana adalah orang-orang yang hanya menonton perjudian tersebut bukan 
pemain utamanya. 
4. Diperlukan peran serta dari masyarakat, RT/RW untuk melapor ketika melihat 
terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan mereka. 
5. Diperlukan peran serta masyarakat ketika narapidana telah selesai menjalani 
hukuman agar narapidana tersebut menjadi manusia yang taat hukum dan 
tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Masyarakat tidak 
boleh mengucilkan mantan narapidana, melainkan harus diterima kembali dan 
diperlakukan seperti masyarakat lainnya.  
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LAMPIRAN 1 
Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 
Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3 
Pedoman Wawancara 
Pedoman Wawancara Hakim 
1. Bagaimana tanggapan anda tentang perjudian yang terjadi di kalangan 
masyarakat? 
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perjudian? 
3. Apa akibat yang ditimbulkan perjudian sehingga harus dihilangkan dari 
kalangan masyarakat? 
4. Faktor apa saja yang menyebabkan perjudian sulit dihilangkan dari kalangan 
masyarakat? 
5. Berapa banyak kasus perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam 
kurun waktu 2014 hingga 2016? 
6. Apa yang melatarbelakangi berkurangnya tindak pidana perjudian?  
Apakah karena sudah tidak adanya lagi kasus perjudian atau tidak sampainya 
kasus perjudian tersebut di pengadilan? 
7. Apa yang melatarbelakangi bertambahnya tindak pidana perjudian?  
8. Tindak pidana perjudian apa yang paling mendominasi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa? 
9. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian? 
10. Bagaimana dampak hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian? 
11. Apakah pemidanaan ini menimbulkan efek jera bagi pelaku? 
12. Apakah dengan adanya pemidanaan menyebabkan berkurangnya tindak 
pidana perjudian? 
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Pedoman Wawancara Mantan Narapidana 
1. Jenis perjudian apa yang anda lakukan? 
2. Apa alasan anda sehingga melakukan perjudian? 
3. Apakah ini pertama kalinya anda melakukan perjudian? 
4. Berapa lama anda dijatuhi pidana? 
5. Apakah anda menyesal telah melakukan perjudian? 
6. Apakah pemidanaan menimbulkan efek jera bagi anda untuk tidak 
mengulangi tindak pidana perjudian? 
7. Setelah bebas, apa yang anda kerjakan saat ini? 
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LAMPIRAN 4 
Catatan Saat Wawancara 
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LAMPIRAN 5 
Dokumentasi 
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